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PUTUSAN
Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Kdg
Z A 55 7y
/Q‘L?“:}‘gﬂ/ i

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang

Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 20 Mei 1999,
agama lIslam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi

Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 16 Januari 1993,
agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi

Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada

tanggal 12 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Kdg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal O
5 Oktober 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 05 Oktob
er 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padan
g Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat deng
an Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan
Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selat
an, Provinsi Kalimantan Selatan, kurang lebih 2 tahun 10 bulan. Selama
pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebag
aimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
bernama ;

a. Anak 1, lahir tanggal 15 Oktober 2019;

b. Anak 2, lahir tanggal 30 April 2021

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan

harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun,

disebabkan antara lain;
a. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab sebagai
kepala rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehari-
hari sehingga keperluan rumah tangga dan anak ditanggung oleh Pe
nggugat dengan bekerja sebagai pedagang minuman, Penggugat su
dah sering menasehati Tergugat untuk bekerja dan pernah meminta T
ergugat untuk melanjutkan dagangan Penggugat saat Penggugat sed
ang hamil, namun Tergugat tetap malas dan tidak mau mengelolanya
bahkan Tergugat menyuruh orang lain untuk menjaga dagangan terse
but, sehingga dagangan tersebut mengalami kerugian, karena hal ter
sebut Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan perila
ku Tergugat;
b. Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergug
at, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering pulang ke rumah
dalam keadaan mabuk berat bahkan Tergugat juga pernah meminum
minuman keras tersebut saat sedang berada dirumah, Penggugat su
dah sering menasehati Tergugat untuk tidak melakukan hal buruk ters
ebut namun Tergugat tidak memperdulikannya, Penggugat pernah m

emberikan peringatan kepada Tergugat agar perbuatan buruknya ters
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ebut jangan sampai ketahuan keluarga Penggugat karena takut akan
mengecewakan keluarga Penggugat, namun Tergugat malah mabuk-
mabukan di warung malam yang berada dikampung orang tua Pengg
ugat saat Penggugat sedang beristirahat di rumah orang tua Penggu
gat setelah melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, hal ters
ebut membuat Penggugat merasa sanggat kecewa dengan perbuata
n buruk Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2021
disebabkan malam sebelumnya ketika Penggugat sedang berdagang pe
ntol dan meminta Tergugat untuk membantu usaha tersebut namun Terg
ugat tidak mau membantu sama sekali, Tergugat malah mabuk-mabukan
di depan rumah Penggugat dan Tergugat. Dan pada pagi harinya saat P
enggugat sudah lelah mengurus rumah dan anak sedangkan Tergugat m
asih tidur-tiduran hal tersebut membuat Penggugat merasa kesal dan ma
rah, dan pada saat Penggugat sudah kehabisan uang sehingga tidak bis
a membeli keperluan rumah tangga Penggugat mencoba menyakan peri
hal uang kepada Tergugat namun terjadilah perselisihan dan pertengkara
nan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat mentalak Peng
gugat tanpa disaksikan siapapun dan mengantarkan Penggugat pulang k
erumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas. Kemudian 4
bulan sesudahnya Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat deng
an membawa keluarganya untuk kembali mentalak Penggugat dihadapa
n keluarga Penggugat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat te
lah pisah rumah kurang lebih1 tahun 10 bulan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak
mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk
keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai
dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 401/97/KD-MLT
tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malutu,
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Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan T
ergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pe
rtengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak
dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilny
a.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah,
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran
Tergugat namun Hakim Tunggal tetap mendamaikan dengan menasihati
Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan
Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;
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Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:
A. Tertulis
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 05 Oktober 2018
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah
dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta
distempel pos kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.;
B. Saksi
Saksi 1, XX, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai
berikut:
» Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat sehingga kenal
dengan Penggugat dan Tergugat;
» Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tahun 2018 dan telah dikaruniai dua orang anak;
» Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
» Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan tersebut disebabkan
Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat malas bekerja sehingga
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Hal ini saksi ketahui
karena sering melihat mabuk dan sering melihat, mendnegar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;
» Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pertengkaran dan
perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman
sejak satu tahunan lebih yang lalu;
» Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah saling
melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
» Bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan
Tergugat namun tidak berhasil;
Saksi 2, XX, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai
berikut:
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- bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat sehingga

kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018

dan telah dikaruniai seorang anak;

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan tersebut disebabkan

Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat malas bekerja

sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini saksi

ketahui karena sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar

serta sering melihat Tergugat minum dan mabuk-mabukan;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pertengkaran tersebut

sejak satu tahunan lebih bahkan hampir dua tahun ini keduanya

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bekumpul kembali;

- bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat

dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat secara lisan menyatakan kesimpulan tetap ingin
bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita
acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan
(relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata
bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan

Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih
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bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal
115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat
dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap
mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat, pada pokok
gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan
alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Sehingga dari hal
tersebut Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat karena sudah
tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah kediaman sejak
satu tahunan lalu hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun
batin;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat
dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani
pembuktian, merujuk kepada Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 pada Pedoman Khusus Hukum
Keluarga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil gugatannya Penggugat

mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;
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Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. yang diajukan oleh
Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos,
hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti-
bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat berkode P.
adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh
Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat
dengan Tergugat yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat
bukti yang sah (vide Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa
benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah
sebagai suami isteri, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil
positum poin 1 gugatan Penggugat, sehingga cukup menjadi dasar bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di
Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya,
Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak
termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang
diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,
didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,
relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang
saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki
agama @UL, wGlals W 58 s), sehingga saksi tersebut ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian
keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh
karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai
ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat

menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah
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kemudian karena pertengkaran keduanya telah berpisah kediaman selama
satu tahun terakhir hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara
keduanya sebagaimana layaknya suami istri. Adapun penyebab perselisihan
atau perpisahan antara Penggugat dan Tergugat para saksi menerangkan
mengetahuinya secara langsung. Para saksi juga menerangkan sebelum
perkara  ini  diajukan ke  pengadilan, para  keluarga telah
mendamaikan/mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka
setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah

sebagai berikut:

> Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 05 Oktober 2018;
> Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama satu

tahunan lebih hingga sekarang karena terjadi pertengkaran dan
perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering mabuk-
mabukan;

> Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;

> Penggugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga ataupun

Hakim Tunggal untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata
Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama satu tahun
terakhir karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran. Sehingga dari
fakta tersebut di atas, majelis dapat menyatakan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah yang ditandai dengan salah satu unsur perpecahan
antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal (kediaman), dan hal ini sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
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237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa
sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah, dan
salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan
sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, kalaulah
hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan
rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan
berpisah kediaman dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut
di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta
lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman
yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga
keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan
bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan “dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya
perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain.
Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat
dipertahankan atau tidak”. (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal
18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran
hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi
perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat
sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak

sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi
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Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang
demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik
bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.
Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat
berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan
bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh
atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi
kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Hakim Tunggal perlu
mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam
bukunya Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah,
halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut:

o ¥ g kel aiiy amy o g gl 8ld) e Gu AL pllas eIl 2y
2 e Sou o oline St N 25y e e 8 gl )l peal usy

Alan) 79, 0L 130 5 agadl el gyl
Artinya : “Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),
sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu
kaidah hukum yang berbunyi “bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti
dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan
didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim Tunggal merukunkan kembali
para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
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Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis
gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat
dikabulkan’;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan
sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun
1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Hakim
Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan
dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan belum
pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak
yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir
di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah
memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan
verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar’i (hadis)
dalam Kitab Ahkam al-Qur’an karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash,
jilid 11l halaman 326 yang berbunyi sebagai berikut :

o Y b g8 o (b Cnaliadl s (e S ) a0
Artinya: “Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di
persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka
dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya”,

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus
karena perceraian dan pernah dukhadl, maka bagi Penggugat berlaku masa
iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b)
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Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 Ikis suci atau
sekurang-kurangnya 90 hari;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, namun Penggugat telah
mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk berperkara
secara bebas biaya sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Negara
melalui Dipa Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2023;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Dipa
Pengadilan Agama Kandangan tahun 2023.

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah, oleh Sulaiman Laitsi,
S.H.l.,, Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, putusan tersebut
dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Lini Normiati,
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S.Ad., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sulaiman Laitsi, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 0,00
- Proses 'Rp 0,00
- Panggilan 'Rp 0,00
- PNBP :Rp 0,00
- Redaksi :Rp 0,00
- Meterai :Rp 0.00
Jumlah 'Rp 0,00
(Nol rupiah).
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